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BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 4  TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 
TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

_ Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sinergi antara prioritas dan 
" sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2014 dengan prioritas program dan 
sasaran pembangunan berdasarkan Visi-Misi Kepala 
Daerah Terpilih maka Peraturan Bupati Karanganyar 
Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 perlu diubah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
tanggal 8  Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
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4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaraif Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentane 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

•aturan Pemerintah Nomor 3  Tahun 2007 tentang 
Doran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 
nerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
pala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
n Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
erah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
ionesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
gara Republik Indonesia Nomor 4693);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4698);

18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ^Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara. Penyusunan, 
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); ^

y

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

22. Peraturan Daerah ^Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 2008 Nomor 3 
Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah 2009 Nomor 4 
Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 21); (



24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2007 Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2005 -  2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2009 -  2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2009 Nomor 15);

28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 
tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2014(Berita Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2013 Nomor 16).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 
NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
TAHUN 2014. /  ''

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang 
Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2014, p ad a :
A. Pasal 1 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Rencana Kerja /P em erin tah  Daerah Tahun 2014, 
selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2014, adalah 
dokumen ^perencanaan pembangunan Kabupaten 
Karanganyar yang berfungsi sebagai pedoman untuk 
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014 
yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum 

/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas 
/  Plafon Anggaran Sementara.

MEMUTUSKAN



* *

/

B. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Sistematika Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014.
BABI 
BAB II 
BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN
EVALUASI RKPD TAHUN 2014
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
PRIORITAS DAERAH DALAM 
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014
PENUTUP

C. Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana terlampir.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 2 <?jQ*\uari & 0 1 4

$
KARANGANYAR JLBUPATI

n/JUILIYATMONO> /

Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 20 Januari aotA

SEKRETARIS DAERAH KAB KARANGANYAR

BERITA DAERAH KTOUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR i\

Telah dikoordinasikan ^

Pejabat / ^ Paraf

 ̂ 1. Asisten Perekonomian, 
Pembangunan /  dan 
Kesejahteraan Rakyat

- 1' / 
j 2. Kepala BAPPEDA

3. Sekretaris BAPPEDA

\\\'-\


